BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna
meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,
Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan
struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan
struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat”™
persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,

/
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad/
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1605);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Riau.

Bupati adalah Bupati Siak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Siak.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Siak.

Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Siak.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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(4)

(1)

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan

2. Subbagian Analisis dan Evaluasi.

Inspektorat Pembantu Wilayah I;

Inspektorat Pembantu Wilayah II;

Inspektorat Pembantu Wilayah III;

Inspektorat Pembantu Wilayah IV;

Inspektorat Pembantu Investigasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretanat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur

Masing-masing Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Struktur organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

TR0 QO

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati

dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

penyusunan laporan hasil pengawasan,;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
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(1)
(2)

(1)

(2)

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas, fungsi dan
kewenangannya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan

administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

Inspektorat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran
pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundangundangan dan pengadministrasian kerja sama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan

penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian

kinerja;

pelaksanaan pengelolaan keuangan,;

pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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Paragraf 1
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 6

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan

keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

c. pelaksanaan urusan perlengkapan;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga;

e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan

pemeriksaan keuangan;

pelaksanaan perbendaharaan;

g. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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Paragraf 2
Subbagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 7

Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi,
inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil
pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

a. penginventarisasian hasil pengawasan;

b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan,;



(1)

(2)

(3)

(4)

c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi
pengawasan,;

d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat
Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu

Pasal 8

Inspektorat Pembantu Wilayah I, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Inspektorat

Pembantu Wilayah III dan Inspektorat Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan

keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat

Pembantu Wilayah I, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Inspektorat Pembantu

Wilayah III dan Inspektorat Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan
terhadap perangkat daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas
dan fungsi perangkat daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;

j. penyusunan laporan hasil pengawasan,;

k. penanganan pengaduan terkait urusan yang menjadi bidang tugasnya; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat
Pembantu Wilayah I, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Inspektorat Pembantu
Wilayah III dan Inspektorat Pembantu Wilayah IV, didasarkan pada perumpunan
urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan
memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi
atas :
a. Inspektorat Pembantu Wilayah I meliputi :
sekretariat daerah;
sekretariat DPRD
penanaman modal;
koperasi, usaha kecil dan menengah,;
perindustrian;
perdagangan,;
transmigrasi;
tenaga kerja;
pemerintahan kecamatan; dan
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10. pemerintahan desa/kampung.

b. Inspektorat Pembantu Wilayah II meliputi :

1. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub
urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan
sub urusan bencanaj;
kesatuan bangsa dan politik;
komunikasi dan informatika;
statistik;
persandian;
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
pemerintahan kecamatan; dan
pemerintahan desa/kampung.
nspektorat Pembantu Wilayah III meliputi :

Kesehatan;

Sosial;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyarakat dan Desa;

pertanahan;

10. perhubungan;

11. lingkungan hidup;

12. kehutanan;

13. pangan;

14. pertanian;

15. kelautan dan perikanan,;

16. keuangan;

17. pemerintahan kecamatan; dan

18. pemerintahan desa/kampung.

d. Inspektorat Pembantu Wilayah IV meliputi :
1. Pendidikan,
2. Kebudayaan;
3. kepemudaan dan olahraga;
4. pariwisata;
5. perpustakaan;
6. kearsipan;
7
8
9.
1
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perencanaan;
penelitian dan pengembangan;
pemerintahan kecamatan; dan
0. pemerintahan desa/kampung;

Pasal 9

(1) Inspektorat Pembantu Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan
pemerintahan daerah pada perangkat daerah, pencegahan korupsi, audit
investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan
keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah
dan pemberian keterangan ahli.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat
Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang
investigasi;

b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;

c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan
pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

d. pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan
ahli pada instansi pusat/daerah, dan/atau kegiatan lain yang
seluruh/sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah
termasuk badan usaha dan badan milik daerah lainnya yang didalamnya
terdapat kepentingan keuangan pemerintah daerah, serta upaya pencegahan
korupsi;

e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada

masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan lainnya;

pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan data hasil pengawasan bidang
penugasan investigasi;

kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;

penyusunan laporan hasil pengawasan;

penanganan pengaduan terkait urusan yang menjadi bidang tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
undangan.

Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan
dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas jabatan administrator masing-masing.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari
pejabat fungsional jenjang ahli muda.

Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB V1
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat harus menyusun peta bisnis
proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
unit organisasi di lingkungan Inspektorat



(2)

(3)

(9

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

Inspektorat harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta
jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di
lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Inspektorat
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/daerah, Inspektorat Kabupaten Siak melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d tanpa menunggu penugasan
dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimna dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf
¢ dan huruf d terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/daerah, Inspektur Kabupaten Siak wajib melaporkan kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur dan Inspektur Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan terlebih dahulu
berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII
JABATAN/ESELON

Pasal 13

Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon Illa atau
jabatan administrator.

Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1.

Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Berita
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 63);

Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 44); dan

Peraturan Bupati Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Berita
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
ada tdnggal 70 Desember 2021

20 Desember 2021
DAERAH KABUPATEN SIAK%

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 96
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Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 96 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

a.

b.
c

pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat
Daerah;

pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan,

koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan
dokumentasi hukum;

koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat
Penegak Hukum; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas subkoordinator
Perencanaan.

AT SIAK;\

FED »/



